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I. IDENTITAS DAN FOKUS PENELITIAN

Tesis ini berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan
atas Penggunaan Kadaver yang Berasal dari Jenazah Tanpa Identitas dalam Praktikum Anatomi
Pendidikan Kedokteran dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia”. Penelitian disusun oleh Annisa
Ayutya Deba (NPM 228040094), Program Studi Magister [lmu Hukum, Konsentrasi Hukum Kesehatan,

Pascasarjana Universitas Pasundan.

Fokus penelitian berada pada dua persoalan utama. Pertama, bagaimana pengaturan dan keabsahan
hukum mengenai prosedur peralihan atau pemanfaatan jenazah tanpa identitas menjadi kadaver untuk
praktikum anatomi pendidikan kedokteran. Kedua, bagaimana konstruksi pertanggungjawaban hukum
perdata Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan apabila terdapat penyimpangan prosedur dan

kemudian muncul tuntutan dari keluarga atau ahli waris.

Penelitian menempatkan penggunaan kadaver sebagai kebutuhan pendidikan kedokteran yang sah,
tetapi pada saat yang sama menekankan bahwa jenazah tidak dapat diperlakukan hanya sebagai objek
pembelajaran. Persoalan hukum muncul karena kepentingan pendidikan, kepastian hukum institusi,
penghormatan terhadap martabat jenazah, serta kepentingan hukum keluarga harus ditempatkan dalam

satu kerangka yang seimbang.

II. LATAR BELAKANG DAN URGENSI PENELITIAN

Pendidikan kedokteran membutuhkan penguasaan anatomi manusia secara mendalam. Diseksi
kadaver memberikan pengalaman pembelajaran tiga dimensi yang nyata mengenai struktur tubuh,
hubungan antarorgan, jaringan, dan variasi anatomi. Karena itu, kadaver diposisikan sebagai sarana
penting dalam pendidikan kedokteran dan tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh model buatan atau

teknologi simulasi.

Persoalan muncul karena kebutuhan kadaver tidak selalu seimbang dengan ketersediaannya. Tesis
menjelaskan bahwa sumber kadaver secara umum berasal dari donor sukarela dan jenazah tanpa identitas
atau tidak diklaim. Kategori kedua menimbulkan persoalan hukum lebih besar karena tidak terdapat
persetujuan dari orang yang meninggal semasa hidupnya atau dari keluarga yang dapat memberikan

persetujuan.

Kerangka hukum Indonesia pada prinsipnya memungkinkan penggunaan jenazah yang tidak dikenal
atau tidak diurus keluarga untuk kepentingan pendidikan anatomi. Namun, keberadaan norma yang

membolehkan penggunaan tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan prosedural. Tesis menyoroti



kebutuhan akan kejelasan mengenai upaya identifikasi, pencarian keluarga, dokumentasi, jangka waktu

penyimpanan, penyerahan, penggunaan, supervisi, dan pemulasaraan setelah praktikum.

Tesis juga melihat adanya risiko ketika status jenazah belum benar-benar dapat dipastikan tetapi telah
diserahkan untuk pendidikan. Jika kemudian keluarga muncul dan dapat menunjukkan hubungan
hukumnya dengan jenazah, dapat timbul pertanyaan mengenai legalitas pemanfaatan, kewajiban institusi,
serta kemungkinan tuntutan perdata. Oleh karena itu, masalah utama bukan semata-mata apakah kadaver
boleh digunakan, melainkan apakah seluruh proses sebelum, selama, dan setelah penggunaan telah

memenuhi kewajiban hukum.

Urgensi penelitian kemudian diarahkan pada pencarian batas pertanggungjawaban hukum. Institusi
tidak seharusnya dibebani tanggung jawab secara otomatis hanya karena menggunakan kadaver, tetapi
juga tidak dapat melepaskan diri hanya dengan menyatakan bahwa tindakan dilakukan oleh petugas
tertentu. Tanggung jawab harus ditelusuri berdasarkan kewajiban, kewenangan, fungsi, kendali,

kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.

III. RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN

Rumusan masalah pertama adalah: bagaimana pengaturan dan keabsahan hukum mengenai prosedur
peralihan status jenazah tanpa identitas menjadi kadaver dalam praktikum anatomi pendidikan kedokteran
berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Rumusan masalah kedua adalah: bagaimana
konstruksi pertanggungjawaban hukum perdata Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan
terhadap penyimpangan prosedur penggunaan kadaver tanpa identitas apabila di kemudian hari terdapat

tuntutan dari pihak keluarga atau ahli waris berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata?

Tujuan penelitian pertama adalah mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaturan serta
keabsahan hukum mengenai prosedur pemanfaatan jenazah tanpa identitas sebagai kadaver. Tujuan kedua
adalah mengidentifikasi dan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata Fakultas Kedokteran
dan Rumah Sakit Pendidikan apabila terdapat penyimpangan prosedur yang menimbulkan tuntutan ganti

kerugian.

Secara teoritis, penelitian diharapkan memperkaya kajian pertanggungjawaban perdata institusional
dalam penggunaan tubuh manusia pascakematian, mengembangkan konstruksi Perbuatan Melawan
Hukum dalam konteks pendidikan kedokteran, serta memberi kontribusi terhadap kepastian hukum dan
perlindungan terhadap kepentingan hukum jenazah dan keluarga. Secara praktis, penelitian ditujukan bagi
institusi pendidikan kedokteran, rumah sakit pendidikan, pembentuk kebijakan, praktisi hukum, serta

masyarakat atau ahli waris.



IV. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Grand theory yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum.
Kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah terdapat norma yang jelas mengenai kategori jenazah
yang dapat digunakan, kewajiban identifikasi, dasar pemanfaatan, dan prosedur sebelum kadaver
digunakan. Perlindungan hukum digunakan untuk melihat keseimbangan antara kepentingan pendidikan

kedokteran dengan perlindungan martabat jenazah dan kepentingan keluarga.

Teori Pertanggungjawaban Hukum digunakan sebagai middle range theory. Dalam tesis,
pertanggungjawaban dipahami sebagai konsekuensi dari adanya kewajiban hukum. Ketika kewajiban
tersebut dilanggar, perlu ditentukan siapa subjek yang bertanggung jawab, dasar tanggung jawab, bentuk
tanggung jawab, serta akibat hukum yang dapat timbul. Kerangka ini memungkinkan analisis tidak hanya
terhadap individu, tetapi juga terhadap badan atau institusi yang memiliki fungsi dan kewenangan dalam

penggunaan kadaver.

Applied theory yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum, khususnya pembedaan
perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui norma yang jelas, SOP,
identifikasi, pencarian keluarga, dokumentasi, supervisi, pengawasan, dan mekanisme persetujuan.
Perlindungan represif berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa dan pertanggungjawaban

setelah terjadi dugaan pelanggaran.

Beberapa konsep pendukung adalah post-mortem rights, toe-eigening, institutional liability atau
institutional negligence, vicarious liability, dan due diligence. Konsep-konsep tersebut digunakan secara
terbatas untuk membantu menjelaskan bahwa penguasaan fisik atas jenazah tidak dengan sendirinya

memberikan kewenangan hukum yang tidak terbatas untuk memanfaatkannya sebagai kadaver.

V. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis dengan metode yuridis normatif atau
penelitian hukum doktrinal. Hukum ditempatkan sebagai sistem norma yang dianalisis melalui bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis diarahkan untuk melihat kesesuaian antara norma yang

berlaku dan konstruksi pertanggungjawaban hukum atas penggunaan kadaver tanpa identitas.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).
Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI 1945, UU Kesehatan, PP No. 28
Tahun 2024, Permenkes No. 38 Tahun 2022, KUHPerdata, dan ketentuan terkait lainnya. Pendekatan

konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kadaver, post-mortem rights, toe-eigening,



pertanggungjawaban institusional, dan PMH. Pendekatan perbandingan digunakan sebagai bahan evaluasi
terhadap standar penggunaan kadaver di negara lain, tanpa menjadikan hukum negara lain sebagai dasar

langsung untuk menentukan hukum Indonesia.

Tahapan penelitian terdiri atas inventarisasi bahan hukum, evaluasi norma yang relevan, dan
konstruksi argumentasi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen secara kualitatif.
Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan; bahan sekunder meliputi buku, jurnal,
hasil penelitian, dan literatur terkait; sedangkan bahan tersier digunakan untuk memperjelas istilah hukum
dan medis. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan penghubungan norma dengan

doktrin hukum yang relevan.

VI. BAB II — KONSEP KADAVER DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

Bab II memberikan landasan konseptual mengenai kadaver dalam pendidikan kedokteran. Kadaver
dipahami sebagai tubuh manusia yang telah meninggal dunia dan dimanfaatkan untuk pendidikan,
penelitian, atau pengembangan ilmu kedokteran. Dalam pendidikan anatomi, kadaver berfungsi sebagai
media pembelajaran langsung, tetapi kedudukannya tetap memiliki dimensi kemanusiaan karena tubuh

tersebut merupakan bagian dari individu yang pernah hidup.

Tesis kemudian membahas dasar hukum penggunaan jenazah, konsep jenazah tanpa identitas,
prosedur penanganan, serta hubungan antara kepentingan pendidikan dan penghormatan terhadap jenazah.
Bagian ini menjadi dasar untuk memahami bahwa status tidak dikenal bukan berarti jenazah otomatis

menjadi objek yang bebas dimanfaatkan.

Pada sisi pertanggungjawaban, Bab II menguraikan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar umum
PMH, Pasal 1366 KUHPerdata mengenai kerugian akibat kelalaian atau kurang hati-hati, serta Pasal 1367
KUHPerdata sebagai dasar tambahan untuk menilai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain dalam
hubungan yang ditentukan hukum. Tesis mengaitkannya dengan pertanggungjawaban institusional dan

vicarious liability.

Pertanggungjawaban juga dipetakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu administratif, perdata, pidana,
dan etik. Namun, fokus penelitian pada akhirnya diarahkan terutama pada pertanggungjawaban perdata
institusional. Dalam konteks perdata, yang penting bukan hanya adanya pelanggaran prosedur, tetapi juga

pembuktian unsur PMH, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.

VIIL. BAB III — PENGATURAN DAN KEABSAHAN PENGGUNAAN KADAVER



Bab III merupakan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah pertama. Dasar utama yang
dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana. Pasal 475 PP No. 28 Tahun 2024 menghubungkan
upaya penentuan sebab kematian dan identitas dengan penelitian, pendidikan, dan pelatihan, termasuk
bedah mayat anatomis dan/atau klinis. Pasal 476 kemudian memberikan pengaturan lebih khusus

mengenai bedah mayat anatomis.

Pasal 476 PP No. 28 Tahun 2024 mengakui bedah mayat anatomis sebagai pemeriksaan bedah mayat
dalam rangka pendidikan anatomi manusia. Kategori mayat yang dapat digunakan mencakup: mayat yang
tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya; mayat berdasarkan persetujuan tertulis orang tersebut semasa
hidupnya; serta mayat berdasarkan persetujuan tertulis keluarga, wali, atau pengampu. Khusus mayat
yang tidak dikenal, terdapat kewajiban melakukan upaya identifikasi terlebih dahulu. Selain itu, mayat

yang digunakan untuk bedah mayat anatomis dilarang diperjualbelikan.

Permenkes No. 38 Tahun 2022 menjadi penting untuk membaca aspek prosedural. Pasal 26 mengatur
bahwa bedah mayat anatomis dapat dilakukan terhadap kategori jenazah tertentu dan, untuk jenazah yang
tidak dikenal atau tidak diurus keluarga, mensyaratkan antara lain pengawetan, publikasi untuk mencari
keluarga, dan penyimpanan paling singkat satu bulan sejak kematian. Pengaturan tersebut juga berkaitan

dengan tempat pelaksanaan, supervisi, serta pemulasaraan dan pemakaman setelah pemeriksaan.

Dengan demikian, tesis menempatkan proses penggunaan kadaver sebagai rangkaian yang terdiri dari
tahap sebelum penggunaan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah penggunaan. Pada tahap awal perlu
terdapat pencatatan dan upaya identifikasi. Kemudian dilakukan pemenuhan persyaratan pencarian
keluarga, penyimpanan, dan dokumentasi. Saat praktikum berlangsung, terdapat ketentuan mengenai
tempat dan supervisi. Setelah praktikum, jenazah tetap harus diperlakukan sesuai ketentuan mengenai

pemulasaraan dan pemakaman.

Temuan penting Bab III adalah bahwa tidak ditemukannya identitas tidak sama dengan pemberian
kewenangan otomatis untuk menggunakan jenazah. Kewajiban hukum terletak pada dilakukannya upaya
identifikasi dan dipenuhinya persyaratan penggunaan. Demikian pula, lewatnya masa penyimpanan tidak
dapat berdiri sendiri sebagai alasan otomatis untuk menggunakan jenazah apabila persyaratan lain belum

terpenuhi.

Tesis membedakan antara pencatatan administratif dan identifikasi. Pemberian nomor registrasi,
label, atau kode dapat menjaga ketertelusuran, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa

identitas orang yang meninggal telah diketahui. Karena itu, ketika institusi pendidikan menerima kadaver,



dokumen penerimaan saja tidak cukup; perlu ditelusuri riwayat penanganan dan dasar hukum

pemanfaatannya.

Dari perspektif kepastian hukum, masih terdapat kebutuhan untuk memperjelas parameter “upaya
identifikasi yang patut”, standar pengumuman atau pencarian keluarga, bentuk dokumentasi, dan
pembagian kewajiban antara Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran. Dari perspektif
perlindungan hukum, tahapan identifikasi dan pencarian keluarga berfungsi sebagai perlindungan
preventif untuk mengurangi kemungkinan jenazah yang sebenarnya masih memiliki keluarga digunakan

tanpa dasar yang memadai.

VIII. BAB III — HASIL ANALISIS KEPASTIAN HUKUM

Analisis Bab III tidak menyimpulkan bahwa penggunaan kadaver dari jenazah tanpa identitas
dilarang. Sebaliknya, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tersebut dimungkinkan oleh hukum,
tetapi bersifat bersyarat. Keabsahan tidak hanya ditentukan oleh kategori jenazah, melainkan oleh

terpenuhinya rangkaian kewajiban yang menyertai pemanfaatan.

Kepastian hukum dalam konteks ini berarti institusi harus dapat menjawab secara terdokumentasi:
dari mana jenazah berasal; bagaimana statusnya ditentukan; upaya identifikasi apa yang telah dilakukan;
bagaimana keluarga dicari; kapan jenazah diterima; dasar apa yang digunakan untuk pemanfaatan; siapa
yang menyerahkan dan menerima; siapa yang bertanggung jawab selama praktikum; serta bagaimana

jenazah dipulasara dan dimakamkan setelah penggunaan.

Pembagian kewajiban menjadi penting karena rumah sakit dan fakultas kedokteran dapat berada pada
tahap yang berbeda dalam rangkaian pengelolaan jenazah. Rumah sakit dapat menjalankan fungsi
penerimaan, penyimpanan, pengawetan, dan penyerahan; sedangkan fakultas dapat menjalankan fungsi
penerimaan untuk pendidikan, pelaksanaan praktikum, supervisi, dan pengawasan penggunaan.
Pembagian tersebut harus dilihat berdasarkan kewenangan nyata masing-masing institusi, bukan

diasumsikan seragam untuk semua institusi.

Kesimpulan analitis Bab III adalah bahwa penguasaan fisik atas jenazah tidak identik dengan
kewenangan hukum untuk memanfaatkannya. Jenazah tanpa identitas tetap berada dalam proses hukum
yang mensyaratkan identifikasi dan pemenuhan prosedur. Dengan demikian, kepastian hukum hanya

dapat tercapai jika dasar pemanfaatan dan seluruh tahapan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan.



IX. BAB IV — KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA

Bab IV menjawab rumusan masalah kedua. Titik berangkatnya adalah bahwa penyimpangan
terhadap prosedur penggunaan kadaver dapat menjadi dasar untuk menguji pertanggungjawaban perdata,
tetapi penyimpangan prosedur tidak otomatis berarti institusi wajib membayar ganti rugi. Harus diperiksa

unsur-unsur pertanggungjawaban secara lengkap.

Pasal 1365 KUHPerdata digunakan untuk menilai kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum,
sedangkan Pasal 1366 digunakan untuk menilai kerugian yang timbul karena kelalaian atau kurang
hati-hati. Ketentuan hukum kesehatan, terutama PP No. 28 Tahun 2024 dan Permenkes No. 38 Tahun
2022, menjadi tolok ukur sektoral untuk menentukan kewajiban apa yang seharusnya dijalankan. Jika
kewajiban tersebut dilanggar, pelanggaran dapat menjadi bagian dari analisis sifat melawan hukum atau

kelalaian.

Contoh penyimpangan yang relevan dalam konstruksi tesis adalah kegagalan melakukan upaya
identifikasi, tidak melakukan pencarian keluarga sebagaimana dipersyaratkan, penyerahan sebelum
persyaratan terpenuhi, penerimaan tanpa verifikasi yang semestinya, kurangnya dokumentasi, atau
kelalaian dalam pengawasan. Namun, setiap dugaan harus dibuktikan berdasarkan keadaan konkret dan

kewajiban pihak yang bersangkutan.

Tanggung jawab harus diatribusikan secara fungsional. Rumah Sakit Pendidikan dapat dimintai
pertanggungjawaban jika penyimpangan terjadi dalam tahap yang berada dalam kewajiban atau
kendalinya. Fakultas Kedokteran dapat memiliki dasar pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran
atau kelalaian dalam penerimaan, verifikasi, penggunaan, atau pengawasan kadaver yang menjadi
tanggung jawabnya. Apabila tindakan personel berada dalam hubungan yang relevan dengan institusi,

Pasal 1367 KUHPerdata dapat dipertimbangkan sebagai dasar tambahan.

Dengan demikian, tesis tidak menggunakan pendekatan bahwa kedua institusi pasti bertanggung
jawab secara bersama hanya karena sama-sama terlibat dalam pendidikan kedokteran. Atribusi harus
didasarkan pada fungsi, kewajiban, kewenangan, kendali, tindakan atau kelalaian, dan kontribusi kausal

masing-masing.

X. UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN DAN POSISI KELUARGA/AHLI WARIS

Dalam konstruksi PMH, perlu diperiksa sekurang-kurangnya adanya perbuatan atau kelalaian, sifat
melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Oleh karena itu, munculnya keluarga setelah

penggunaan jenazah tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh unsur PMH terpenuhi.



Sebaliknya, munculnya keluarga juga tidak menghapus kemungkinan bahwa sebelumnya telah terjadi

pelanggaran prosedural.

Kedudukan hukum keluarga atau ahli waris perlu dibedakan dari pembuktian PMH. Pertama, perlu
diperiksa apakah pihak yang menggugat memiliki kepentingan hukum yang dapat dilindungi. Kedua,
diperiksa apakah institusi melakukan perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban
hukumnya. Ketiga, apabila unsur tersebut terpenuhi, perlu diperiksa bentuk dan besarnya kerugian serta

hubungan sebab akibatnya.

Kerugian dapat didalilkan dalam bentuk materiil maupun immateriil, tetapi tesis menegaskan bahwa
setiap pelanggaran prosedur tidak boleh langsung diasumsikan menghasilkan kerugian immateriil dalam
jumlah tertentu. Kerugian tetap harus dijelaskan dan dibuktikan, demikian pula hubungan kausalnya

dengan tindakan atau kelalaian institusi.

Persoalan pembuktian memiliki karakteristik khusus karena banyak dokumen berada dalam
penguasaan institusi, seperti catatan identifikasi, dokumen penerimaan dan penyerahan, catatan
pengawetan, berita acara penggunaan, serta dokumen pemulasaraan. Dokumen tersebut penting untuk
menunjukkan apakah kewajiban institusi telah dijalankan. Penguasaan dokumen oleh institusi tidak
otomatis memindahkan seluruh beban pembuktian, tetapi menjadi faktor penting dalam penilaian bukti

dan akuntabilitas.

XI. SINTESIS KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

Tesis merumuskan konstruksi pertanggungjawaban perdata sebagai pertanggungjawaban berbasis
kewajiban hukum, kesalahan, dan atribusi tanggung jawab institusional. Pertama, PP No. 28 Tahun 2024
dan Permenkes No. 38 Tahun 2022 menjadi tolok ukur legalitas proses memperoleh dan menggunakan
jenazah sebagai kadaver. Kedua, penyimpangan terhadap kewajiban tersebut dapat menjadi dasar
pengujian unsur melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atau kelalaian berdasarkan Pasal

1366 KUHPerdata.

Ketiga, tanggung jawab harus diatribusikan berdasarkan peran, kewajiban, kendali, dan kontribusi
masing-masing institusi terhadap penyimpangan. Keempat, tuntutan ganti rugi tetap mensyaratkan
pembuktian kedudukan hukum, kerugian, dan hubungan kausal. Dengan kerangka tersebut, tanggung
jawab tidak ditentukan semata-mata oleh siapa yang secara fisik menggunakan jenazah, tetapi juga oleh
siapa yang mempunyai kewajiban untuk memastikan legalitas penggunaan, mencegah penyimpangan, dan

melakukan pengawasan.



Tesis menggunakan istilah institutional negligence sebagai pendekatan analitis untuk melihat
kelalaian yang bersumber dari kegagalan institusi menjalankan sistem verifikasi, pengawasan, dan
pengendalian prosedur. Konsep tersebut tidak diposisikan sebagai rezim tanggung jawab baru di luar
KUHPerdata, tetapi sebagai cara untuk mengidentifikasi bagaimana kelalaian institusional dapat dianalisis

melalui Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata.

Jika sengketa terjadi, pengujian dapat dilakukan secara berurutan: menentukan kewajiban hukum
masing-masing institusi; mengidentifikasi tindakan atau kelalaian yang menyimpang; menentukan
kesalahan dan atribusinya; menilai kedudukan hukum serta kerugian penggugat; dan menilai hubungan
kausal antara penyimpangan dengan kerugian. Apabila unsur-unsur tersebut terbukti, pertanggungjawaban

perdata dapat dibebankan sesuai peran dan kontribusi hukum masing-masing pihak.

XII. KESIMPULAN PENELITIAN

Kesimpulan pertama: penggunaan jenazah tanpa identitas sebagai kadaver untuk kepentingan
pendidikan kedokteran pada prinsipnya dimungkinkan oleh hukum Indonesia, tetapi bukan kewenangan
yang bersifat mutlak. Pasal 476 PP No. 28 Tahun 2024 memberikan dasar penggunaan mayat untuk
pendidikan anatomi, termasuk mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya, dengan kewajiban
melakukan upaya identifikasi terlebih dahulu. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama Pasal 26
Permenkes No. 38 Tahun 2022 yang mengatur persyaratan bedah mayat anatomis, antara lain
pengawetan, pengumuman untuk menemukan keluarga, penyimpanan paling singkat satu bulan bagi

kategori yang dimaksud, serta ketentuan mengenai pelaksanaan dan pemulasaraan.

Tidak ditemukannya identitas jenazah tidak serta-merta berarti jenazah dapat langsung dialihkan
menjadi kadaver. Kewajiban hukum terletak pada pelaksanaan upaya identifikasi dan pemenuhan
persyaratan pemanfaatan. Berlalunya masa penyimpanan juga tidak dapat dipahami sebagai dasar tunggal
yang otomatis memberikan kewenangan untuk menggunakan jenazah. Peralihan atau pemanfaatan harus

dipahami sebagai proses bersyarat, bukan perubahan status otomatis.

Kesimpulan kedua: pertanggungjawaban perdata Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan
atas penyimpangan prosedur dapat dikonstruksikan melalui Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata,
dengan ketentuan hukum kesehatan menjadi tolok ukur kewajiban. Namun, pertanggungjawaban tidak
otomatis timbul hanya karena ada penyimpangan prosedur. Harus dibuktikan perbuatan atau kelalaian

yang dapat dipertanggungjawabkan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.

Pertanggungjawaban juga harus ditentukan berdasarkan kewajiban, kewenangan, dan peran

masing-masing institusi. Rumah Sakit Pendidikan bertanggung jawab sesuai penyimpangan dalam
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lingkup pengelolaannya, sedangkan Fakultas Kedokteran dinilai berdasarkan fungsi penerimaan,
verifikasi, penggunaan, dan pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 1367 dapat
dipertimbangkan sebagai dasar tambahan untuk atribusi atas tindakan personel dalam hubungan yang
relevan. Karena itu, tanggung jawab tidak dapat disamaratakan hanya berdasarkan keterlibatan institusi

dalam pendidikan kedokteran.

XIII. SARAN PENELITIAN

Bagi Pemerintah dan pembentuk kebijakan, tesis menyarankan evaluasi dan penyempurnaan
pengaturan teknis mengenai penggunaan jenazah tanpa identitas untuk pendidikan anatomi.
Penyempurnaan diarahkan pada standar upaya identifikasi, mekanisme pengumuman untuk menemukan
keluarga, verifikasi status jenazah, dokumentasi penyerahan, pengawasan penggunaan, pemulasaraan,

serta pembagian kewajiban antara Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran.

Bagi Rumah Sakit Pendidikan, perlu dipastikan bahwa setiap jenazah yang diserahkan untuk
pendidikan telah melalui proses identifikasi dan memenuhi persyaratan hukum. Rumah sakit perlu
memiliki prosedur tertulis mengenai pencatatan status jenazah, dokumentasi pencarian keluarga, bukti
pengumuman, jangka waktu penyimpanan, dan berita acara penyerahan. Jika status hukum belum jelas,

penyerahan sebaiknya ditunda sampai terdapat kejelasan yang memadai.

Bagi Fakultas Kedokteran, prinsip kehati-hatian perlu diterapkan dengan tidak hanya mengandalkan
dokumen dari Rumah Sakit Pendidikan. Fakultas perlu melakukan verifikasi kelengkapan dokumen,
menetapkan penanggung jawab penerimaan kadaver, mencatat penggunaan, memastikan supervisi dosen,
dan mengatur pemulasaraan setelah praktikum. Kesepakatan tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan
perlu mengatur pembagian tugas dan dokumentasi tanpa dimaksudkan untuk menghapus tanggung jawab

hukum masing-masing pihak.

Bagi kedua institusi secara bersama-sama, diperlukan sistem dokumentasi dan ketertelusuran kadaver
yang terintegrasi sejak jenazah diterima sampai pemulasaraan selesai. Berkas setiap kadaver idealnya
memuat dasar pemanfaatan, riwayat identifikasi, bukti pemenuhan persyaratan, berita acara penyerahan
dan penerimaan, serta catatan penggunaan. Perlu pula tersedia mekanisme pengaduan jika kemudian

terdapat pihak yang mengaku sebagai keluarga atau ahli waris.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan melalui pendekatan komparatif mengenai
standar identifikasi, pencarian keluarga, pengawasan, dan perlindungan kepentingan hukum keluarga di

negara lain. Penelitian empiris juga dapat dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur tersebut
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dilaksanakan secara nyata di Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran, sebagai pelengkap
terhadap pendekatan yuridis normatif.

XIV. INTI TESIS DALAM SATU ALUR ARGUMENTASI

Inti argumentasi tesis dapat diringkas sebagai berikut: pendidikan kedokteran mempunyai kebutuhan
yang sah terhadap kadaver; hukum Indonesia mengakui kemungkinan penggunaan jenazah tertentu untuk
bedah mayat anatomis; namun pengakuan tersebut tidak menghilangkan kewajiban identifikasi dan
prosedur perlindungan. Karena itu, jenazah tanpa identitas tidak boleh dipahami sebagai objek yang

otomatis bebas digunakan.

Keabsahan penggunaan bergantung pada proses. Proses tersebut mencakup upaya identifikasi,
pencarian keluarga, pemenuhan persyaratan penanganan, dokumentasi, penyerahan, pelaksanaan dengan
supervisi, dan pemulasaraan setelah penggunaan. Kegagalan pada salah satu tahap dapat menjadi dasar

untuk menilai apakah terdapat penyimpangan kewajiban hukum.

Jika kemudian muncul keluarga atau ahli waris, keberadaan mereka tidak otomatis membuat institusi
bertanggung jawab membayar ganti rugi, tetapi juga tidak menghapus kemungkinan bahwa telah terjadi
pelanggaran. Yang harus dilakukan adalah menguji kewajiban masing-masing pihak, bentuk

penyimpangan, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal.

Dengan demikian, tesis membangun posisi bahwa pertanggungjawaban yang tepat adalah
pertanggungjawaban institusional yang berbasis fungsi dan kewajiban, bukan tanggung jawab otomatis
berdasarkan status. Rumah sakit dan fakultas kedokteran perlu memiliki sistem due diligence dan
dokumentasi yang memungkinkan setiap tahap penggunaan kadaver dapat diverifikasi. Model tersebut
sekaligus memberikan kepastian bagi penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan perlindungan terhadap

martabat jenazah serta kepentingan hukum keluarga.

XV. CATATAN SUMBER DAN BATAS RANGKUMAN

Rangkuman ini disusun berdasarkan tesis yang diunggah dalam percakapan, khususnya bagian Bab I
sampai Bab V dan hasil analisis serta kesimpulan pada versi file yang digunakan. Terminologi, struktur
argumentasi, dasar hukum, dan kesimpulan dipertahankan mengikuti isi tesis. Rangkuman tidak
dimaksudkan untuk menggantikan naskah tesis atau melakukan verifikasi eksternal atas keberlakuan

setiap peraturan.

Dasar hukum yang secara eksplisit menjadi pusat analisis akhir tesis adalah Pasal 473 dan Pasal 476

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun
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2022, serta Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Fokus pertanggungjawaban perdata tetap diletakkan

pada pembuktian unsur dan atribusi tanggung jawab, bukan pada anggapan tanggung jawab otomatis.

TABEL RINGKASAN ARGUMENTASI

Aspek

Pokok tesis

Objek

Penggunaan kadaver yang berasal dari jenazah
tanpa identitas untuk praktikum anatomi.

Dasar penggunaan

PP No. 28 Tahun 2024 mengakui penggunaan
kategori mayat tertentu untuk bedah mayat
anatomis, termasuk mayat tidak dikenal/tidak
diurus keluarga, dengan persyaratan.

Prosedur kunci

Upaya identifikasi, pengawetan,
publikasi/pencarian keluarga, penyimpanan,
dokumentasi, pelaksanaan dengan supervisi,
pemulasaraan dan pemakaman.

Masalah hukum Kepastian parameter identifikasi, pencarian
keluarga, dokumentasi, dan pembagian
kewajiban antar-institusi.

Dasar PMH Pasal 1365 KUHPerdata.

Dasar kelalaian

Pasal 1366 KUHPerdata.

Atribusi tambahan

Pasal 1367 KUHPerdata dapat dipertimbangkan
untuk tindakan personel dalam hubungan yang
relevan.

Prinsip tanggung jawab

Tidak otomatis; berdasarkan kewajiban,
kesalahan, kerugian, hubungan kausal, fungsi,
kendali, dan kontribusi masing-masing institusi.

Rekomendasi utama

Perjelas regulasi, perkuat due diligence,
dokumentasi dan ketertelusuran, verifikasi oleh
fakultas, serta pembagian tugas rumah
sakit—fakultas.
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